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Permasalah [Illegal Logging sungguh sangat meresahkan karena dapat
mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, hal ini
terjadi karena penebangan hutan yang berlebihan dan tidak mempunyai izin. Dari
adanya permasalahan hutan yang dihadapi saat ini bukan hanya tanggung jawab
pemerintah dan aparat kepolisian, melainkan dibutuhkan peran perangkat desa
untuk mengajak dan mengarahkan masyarakatnya untuk pencegahan dan
penanggulangan terhadap  tindak pidana Illegal Logging serta menjaga
kelestarian hutan. Sesuai dengan diatas, terdapat tiga rumusan masalah dalam
penelitian ini: Pertama, Bagaimana Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan
Dan Penanggulangan Perusakan Hutan di Kawasan Gunong Meulu, Gampong
Aneuk Glee, kedua, Bagaimana Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya
lllegal Logging di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, ketiga,
Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap /llegal Logging. Metode
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, kemudian
dianalisis secara kualitatif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya [llegal
Logging yaitu faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, kurangnya kerjasama
pihak yang berwenang, dan perkembangan teknologi. Upaya Pencegahan dan
Penanggulangan oleh perangkat desa yaitu memberikan penyuluhan kepada
masyaraka, memberika akses atau izin untuk memanfaatkan hutan dan untuk
menjelajahi  hutan, mengajak masyarakat untuk menanam perpohonan,
menempatkan pos penjagaan di sekitaran gampong. Menurut Tinjauan Hukum
Pidana Islam [lllegal Logging sangatlah di larang karena untuk mencegah
kerusakan dan menolak timbulnya bahaya, ketentuan illegal logging diatur dalam
ketentuan hukuman fa zir diserahkan kepada ulil amri (penguasa), namun dalam
pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh
Al-Qur’an dan As-Sunnah.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Nama Huruf Nama Huruf | Nama Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
| ARf | tidak tidak L ta’ t te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan | kan titik di
bawah)
o Ba’ b Be ) za z zet
' (dengan
titik di
bawah)
Il Ta’ t te & ‘ain ¢ koma
terbalik
(di atas)
) Sa’ $ es (dengan & Gain g Ge
titik di
atas)
z Jim ] je s Fa’ f Ef
z Ha’ h ha g Qaf q Ki
(dengan
titik di
bawah)
t Kha’ kh ka dan ha 4l Kaf k Ka
K Dal d de J Lam 1 El
3 Zal Z zet N Mum m Em
(dengan
titik di
atas)

vil



B R r Er O Nun En
B! Zai z zet Wau We
o Sin S es > Ha’ Ha
g Syin sy es dan ye s Hamz Apostro
ah f
%) Sad S e.s.(del?gan ¢ Ya’ Ye
titik di
bawah)
A Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
3 fathah a a
5 kasrah 1 1
) dammah u u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

S

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
... fathah dan ya’ ai adani
i fathah dan wau au adanu

viil




Contoh:

‘—‘:‘S -kataba
d‘f -fa‘ala
355 -zukira

Qayy -yazhabu
J swila
Y -kaifa
d}% -haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
s...)... | fathah dan alif atau a a dan garis di atas
ya’
..(s kasrah dan ya’ 1 1 dan garis di atas
s dammah dan wau a u dan garis di atas
Contoh:
Ja -qala
RD  -rama

Jié -qila
J5s -yaqiilu

4. Ta’ marbitah
Transliterasi untuk ¢@’ marbiitah ada dua:
1. Ta’ marbitah hidup

ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’ marbitah mati
ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’ marbiitah itu ditransliterasikan
dengan ha (h).

X



Contoh: |
d \3-19\21 \‘\-*-45) -raud ah al-atfal
L . -raud atul atfal
i)}‘ﬁ \“-’-’J-AM -al-Madinah al-Munawwarah
. -AL-Madinatul-Munawwarah
alb alpan

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
L‘:‘J -rabbana
J )—1 -nazzala

E
);‘M -al-birr
&l -al-hajj
Azt -nu* ‘ima
6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ( J ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /// diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
Jféf)‘ -ar-rajulu
%5;.\3-“\ -as-sayyidatu
Oyl -asy-syamsu



(’:El\ -al-qalamu

é—‘ﬁ-‘n -al-badi‘u
JoAl -al-jalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.
Contoh:
wﬂdﬂé G -ta’ khuziina
¢3§M -an-nau’
(;"*S‘ -syai 'un
:)‘ \ -inna
&Uﬂ‘ -umirtu
dS\ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:

u—’ﬂ)‘y\_’)ﬂ&}@ ‘\ﬂc“j -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

UUMMJS:\SMUQJD -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan

SUAT Z3R )53 _Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul-Khalil
a L5l Has 4l e—‘-“-’ -Bismillahi majraha wa mursah
du.d\ éé .y & Q:J“ allg -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man

istata ‘a ilahi sabila
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)‘-J-’-‘-" 4.\]\ t s R -Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti

manistata ‘a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: )
Zbufz’\ EVES LA} -Wa ma Muhammadun illa rasul
e Gl @4 3 ‘L\:\-’ uésﬁ\ :J‘ -Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
:‘5) L :&-‘-‘ Lﬁﬁj lallazt bibakkata mubarakkan
&\);3‘ “-\5 J _)—" Lﬁéj\ u\-'-é-“_)je-ﬁ -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-
Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil
\ qur’anu
u:.\-‘-ﬂ\ 593\2[ 1—’ 3\)3935 -Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin

Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
Cal G 5y AW NSSTN _ ginamdulliTiahi rabbi al-‘Glamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.
Contoh:
L‘-’)ﬂ &:\5} All) (o Rial -Nasrun minallahi wa fathun qarib
[ESPEN 3-‘“\2“ all -Lillahi alOamru jami ‘an
Lillahil-amru jami ‘an
Al "L;‘S‘ JS-' iﬂ\j -Wallaha bikulli syai‘in ‘alim
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10. Tawid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu
Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai
dengan pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan
semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Dari sini dapat disimpulkan
bahwa kekayaan alam dikelola oleh pemerintah dan digunakan serta
dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memajukan kemakmuran
rakyat, sumber daya alam Indonesia salah satunya adalah hutan.! Hutan
merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dikelola, dan dilindungi
karena mengatur tata air, perlindungan terhadap flora dan fauna serta sebagai

sumber produksi kayu, buah dan lainnya.’

Dalam Undang-undang perlindungan hutan Nomor 41 Tahun 1999, untuk
perlindungan hutan sejumlah larangan tegas (ketentuan pidana) yang
ditunjukkan kepada setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan hasil
hutan agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak hutan.> Akan tetapi
kejahatan penebangan hutan secara liar yang terjadi sekarang sangat banyak dan

menimbulkan dampak buruk yang dapat merusak lingkungan.

lllegal logging atau penebangan hutan secara liar merupakan tindak
kejahatan yang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan

tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang,* sehingga dipandang sebagai

I Abdul Muis Yusuf dan Mohamad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan di Indonesia.
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), him.18

2 Karden Manik, Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009, (Jakarta:
Djambatan, 2009), hlm. 76-77

3 Dr. Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
hlm. 26

4 Ibid, hlm. 27



suatu perbuatan yang dapat merusak hutan di negara Indonesia yang harus

dicegah dan diberantas.

Penebangan-penebangan pohon secara liar atau illegal logging
merupakan masalah penting dalam hal kehutanan. Salah satu pakar berpendapat,
illegal logging adalah perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan, yaitu berupa tindakan pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara
atau hutan yang mempunyai hak atau izin dengan tindakan penebangan hutan
melebihi jumlah yang ditetapkan dalam izin. Atau Penebangan liar adalah
pengambilan, pengangkutan dan penjualan kayu, yang merupakan bentuk

ancaman nyata terhadap hutan yang dilakukan secara ilegal.’

Kejahatan illegal logging yang terjadi banyak berdampak negatif pada
beberapa hal, seperti punahnya tumbuhan dan satwa akibat kerusakan ekosistem

(habitat), banjir, dan longsor.

Penebangan pohon yang meningkat ini berkaitan dengan:

a. Kebutuhan kayu semakin meningkat

b. Ekspor hasil hutan yang semakin meningkat

c. Industri yang semakin maju yang menggunakan hasil hutan sebagai

bahan bakunya.®

Dengan ini, Negara Indonesia membuat pemerintahan dengan
menyelenggarakan pembangunan pada dasarnya mengarah pada perubahan
positif dan sangat mengantisipasi pada kerusakan hutan. Perubahan tersebut
dibuat dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa
depan yang mempunyai tujuan ke arah kemajuan serta meningkatkan kehidupan

masyarakat kearah yang lebih baik.

5 http://id.m.wikipedia.org/wiki/pembalakan_liar, diakses tanggal 03 Juli. 2020 jam
21.53

¢ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa, (Jakarta:
Erlangga, 1995), him. 1




Dengan kata lain pembangunan merupakan suatu proses yang dibutuhkan

dan terus berkesinambungan untuk meningkat kehidupan masyarakat. Oleh

karena itu pemerintah Indonesia menyusun peraturan demi menjaga keselamatan

hutan dari pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan penebangan liar

(illegal logging) tepatnya diatur dalam Undang-undang sebagai berikut:

1.

UU Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan, Undang-undang ini
mengatur bahwa setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki
hutan harus memiliki sertifikat izin yang sah, baik secara izin menguasai
maupun untuk mendapatkan hasil hutan.’

UU Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan,
penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar
kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai
tujuan strategis yang tidak dapat dihindari tanpa mengubah fungsi pokok
kawasan hutan. Kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yaitu
terdapat dalam pasal 4 ayat 2 meliputi kegiatan: agama, instalasi pembangkit
tenaga listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi dan fasilitas umum
lainnya.®

UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Perusakan Hutan. Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa illegal logging adalah
proses atau aktivitas perusakan hutan oleh pembalakan liar, penggunaan
lahan hutan tanpa izin, atau pengguna izin ilegal yang tidak sah. Kemudian,
pasal 1 ayat 7 Kita membaca bahwa mencegah perusakan hutan berarti
segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya

perusakan hutan.’

7'UU No. 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan
8 Supriadi, Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia. Cet ke-2. (Jakarta:

Sinar Grafik, 2012), him. 300

® UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan

Hutan



Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan kawasan
hutan, tidak mungkin untuk menghilangkan kemungkinan tidak terjadi tindak
pidana illegal logging karena tingginya permintaan kayu untuk pembangunan
rumah dan barang-barang lainnya. !’

Banyak hal yang menyebabkan peningkatan illegal logging, misalnya
situasi ekonomi masyarakat yang buruk dan minimnya tenaga pelindung hutan,
serta minimnya infrastruktur perlindungan hutan milik pemerintah, seperti
senjata api yang digunakan petugas untuk melindungi hutan dari tindak pidana
illegal logging. Tujuan utama dari perlindungan hutan adalah untuk melestarikan
sumber daya alam hutan sebagai bagian dari kelestarian fungsi hutan.

Pada dasarnya setiap manusia juga mempunyai hak untuk memanfaatkan
sumber daya alam yang ada, tetapi mereka juga dihimbau dan diharapkan oleh
pemerintah untuk mempunyai kesadaran terhadap lingkungannya dan dambak
buruk yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu sumber daya
alam sangat penting dijaga bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga manusia
mempunyai kewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber- sumber
daya alam melalui pengelolaan.!!

Dengan demikian peran dari perangkat desa sangat dibutuhkan karena
Badan ini tunduk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Pedesaan dan Undang-Undang Nomor 72 Tahun
2005 tentang Pemerintahan Pedesaan yang tanggung jawab untuk pengamanan'2,
ketentraman dan keseimbangan dalam masyarakat. tugas utama aparatur desa
adalah bagaimana cara untuk Memberikan informasi kepada masyarakat dan

memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga warga dapat hidup sejahtera,

19 Dyes Supardi. (et.al.,), Pembebasan Hak Yang Tersandera, (Y ogyakarta: Penerbit BP
Arupa, 2006), him. 2

" Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013),
hlm. 163

12 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Pedesaan



dengan rasa damai dan adil.

Dan Pemerintahan Desa diharapkan harus mampu mengembangkan
peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut merasa bertanggung
jawab terhadap pencegahan dan penanggulangan terhadap illegal logging atau
penebangan hutan secara liar yang sangat meresahkan dan merugikan tersebut.

Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana illegal logging
memang tidak disebutkan secara langsung, hanya saja tindak pidana illegal
logging termasuk kedalam bagian dari suatu tindakan perusakan bumi.

Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Qur’an Surah Al-Araf ayat 56
sebagai Berikut:

G o bl ad 5 ) k5 A 5 05 Lealie) 30 o T 3 1508 ¥ 5

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."?

Dan manusia juga diberikan kewenangan untuk mengolah isi alam
semesta ini, namun tidak berarti manusia memiliki kekuasaan tak terbatas
terhadap alam semesta beserta isinya. Sebaliknya, manusia harus menjaga
kelestarian lingkungan alam agar tidak rusak, karena kerusakan lingkungan
hidup dapat mengakibatkan hilangnya manfaat lingkungan hidup itu sendiri bagi

manusia.'*

Salah satu kasus illegal logging yang sangat meresahkan warga terjadi

di kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri,

13 Refesensi dari Al-Quran mengenal hal ini dapat ditemukan dalam surah (Al-A’raf}
56)
14 Siswanto Sunarso, Hukum pidana lingkungan, (Jakarta: Rineka Cipta 2005), him. 1



Kabupaten Aceh Besar. Di kawasan Gunung Meulu, illegal logging sangat
memprihatinkan karena selain merusak hutan lindung, illegal logging juga
berdampak pada lingkungan sekitar. Kejadian tersebut sangatlah tersembunyi
dan Perjalanan menuju lokasi penebangan pohon tersebut harus ditempuh kurang

lebih 7 kilometer.

Menurut sumber, sebagian pekerja yang melakukan pembalakan liar
bukanlah warga lokal melainkan berasal dari luar Aceh Besar, seperti yang
berasal dari Aceh Tamiang, Lamno Aceh Jaya, dan Aceh Timur. Bahkan diduga
pekerja yang didatangkan dari luar kawasan Aceh Besar tidak mendatangi

masyarakat setempat untuk menyembunyikan aktivitasnya di tengah hutan.!

Setelah kasus dilaporkan kepada aparat yang berwajib dan dimulainya
investigasi yang sampai sekarang masih berlanjut untuk menangkap semua
pelaku tindak pidana tersebut. Maka dari itu upaya dan peran dari aparat dan
masyarakat kampung Aneuk Glee tersebut sangat di butuhkan untuk pencegahan
terulang lagi kejahatan tersebut di lokasi hutan kampung mereka. Aparat
kampung harus mengambil tindakan untuk pencegahan dan penanggulan tindak
pidana tersebut karena perbuatan pidana tersebut adalah kejahatan yang sangat

merugikan masyakarat dan negara.

Kewenangan dari pemerintah kampung terhadap pemanfaatan sumber
daya hutan agar masyarakat kampong dapat ikut menjaga hutan, merasa
memiliki, dan tidak hanya sekedar memanfaatkan saja, tapi dapat melindungi
hutan dengan tidak merusaknya. Pendekatan pemerintah kampong untuk lebih
bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan yang bebanya tidak hanya dipikul

oleh satu istansi pemerintah saja.

Kewenangan pemerintah kampung dalam upaya menjaga kelestarian

15 Bayangkara utama, Ilegal Logging di Aceh Besar Semakin Marak : Aparat Hukum

Diminta Segera Menindak, https://bhayangkarautama.com/ilegal-logging-di-aceh-besar-
semakin-marak-aparat-hukum-diminta-segera-menindak/, di akses 06 Juli 2020



hutan serta pencegahan terhadap kejahatan penebangan liar yang terjadi dengan:
melakukan penjagaan, menutup jalur-jalur bebas masuk hutan, pembuatan
peraturan kampung, melakukan pengawasan, bekerjasama dengan instansi
terkait, pegas dan kristis dalam pemberian izin masuk kampung dan hutan

terhadap orang pendatang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, saya ingin meneliti
bagaimana rencana atau cara masyarakat dikampung tersebut agar illegal logging
itu tidak terulang lagi, baik dengan kebijakan-kebijagan baru yang dibuat atau
hal lainnya yang ingin di lakukan. Dan juga peniliti ingin mengkaji bagaimna
hambatan-hambatan aparat kampung baik dalam membuat dan menerapkan
kebijakan untuk pencegahan terjadinya lagi illegal logging tersebut di kawasan

mereka.

Sehingga perlu untuk diketahui bagaimana perangkat desa gampong
Aneuk Glee dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap perusakan hutan
yang terjadi di kawasan kampung tersebut. Berdasarkan itu maka penulis tertarik
untuk mengangkat judul: “PERAN PERANGKAT DESA DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL
LOGGING MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Illegal
Logging Di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan

Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Perusakan Hutan di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee,
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya /lllegal Logging
di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri,

Kabupaten Aceh Besar?



3. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap lllegal Logging
Yang Terjadi di Kawasan Hutan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee,

Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan
dan Penanggulangan Perusakan Hutan di Kawasan Gunong Meulu,
Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Faktor-faktor Yang Menyebabkan
Terjadinya di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan
Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Perfektif Hukum Pidana Islam Terhadap
lllegal Logging Yang Terjadi di Kawasan Hutan Gunong Meulu, Gampong

Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

D. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu dimulai dengan pengetahuan yang ada, secara
umum semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan menggali pernyataan
atau temuan para ahli sebelumnya.

Penelitian-penelitian yang secara tidak langsung yang petama berkenaan
dengan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan
Lindung Ditinjau Dari Dari Uu NO. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah
Kabupaten Bener Meriah) Diterbitkan oleh Fakulktas Syari’ah dan Hukum UIN
Ar-raniry. Permasalahan yang diteliti adalah bahwa hutan lindung Paya Rebol
merupakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai sistem penyangga air bagi
masyarakat untuk beberapa kecamatan di sekitar kawasan hutan (seperti kawasan
induk Bener Kelipah, Bandar dan Syah Utama), perambahan dan perusakan

hutan (illegal logging).



Hasil penelitian menujukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh
Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh belum efektif sehingga tindak
pidana illegal logging masih terjadi yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi,
kurangnya Personel aparat pengawas hutan, kebiasaan masyarakat adat, ketidak

jelasan tapal batas kawasan hutan. '

Skripsi yang kedua berjudul Tindak Pidana illegal logging Dalam
Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 82 Undang-Undang No. 18
Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan).
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati
Bandung. Masalah kejahatan illegal logging yang diteliti adalah kejahatan
terhadap perusakan hutan. Penebangan liar termasuk penebangan di kawasan
hutan secara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan mengatur tentang tindak pidana pembalakan liar. Hasil dari
penelitian adalah:

1 Unsur-Unsur illegal logging menurut Pasal 12 huruf (a), (b), dan (c) bahwa
setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan,
secara tidak sah atau tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang
berwenang. Sedangkan, unsur Hukum Pidana Islam yaitu unsur Syar’i,
Madi, Dan Adabi.

2 Kedua, sanksi dari Tindak Pidana /llegal Logging diatur dalam pasal 82
berupa pidana penjara serta pidana denda.

3 Ketiga, Hukum Pidana Islam dalam perbuatan tindak pidana illegal
logging dapat dikenakan hukuman fa zir yang dapat dijatuhkan atas dasar

16 Reza Maulana, yang berjudul Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Di
Kawasan Hutan Lindung Ditinjau Dari Dari Uu NO. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener
Meriah), Diterbitkan oleh Fakulktas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2018
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pertimbangan hakim. Jadi, sanksi dari tindak pidana illegal logging dari
undang-undang sesuai dengan hukum pidana islam karena sanksi yang

dijatuhkan sama-sama ditentukan oleh hakim.!”

Skripsi Ketiga Berjudul “Pencegahan Serta Penanggulangan
Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging) Oleh Polisi Kehutanan (Studi
Di Kabupaten Sumbawa)”, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang
pencegahan serta penanggulangan penebangan hutan secara liar (illegal logging)
oleh polisi kehutanan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1 Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek illegal
logging,

2 Bagaimana pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan oleh polisi
kehutanan terkait praktek illegal logging yang terjadi di dodo jaran

pusang, kabupaten sumbawa.

Hasil penelitian yaitu Faktor yang menyebabkan terjadinya praktek
illegal logging adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian
hutan, selain itu faktor ekonomi lebih dominan yang menyebabkan masyarakat
melakukan illegal logging. Bentuk pencegahan serta penanggulangan yang
dilakukan oleh polisi kehutanan adalah dengan cara penyuluhan terhadap
masyarakat dengan cara memberikan materi maupun penjelasan mengenai

sanksi-sanksi hukum apabila melakukan praktek illegal logging.'®

17 Siti Sarah Raudah, yang berjudul Tindak Pidana illegal logging Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan), Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018

18 Tri Cahyadiputra, Yang Berjudul Pencegahan Serta Penanggulangan Penebangan
Hutan Secara Liar (Illegal Logging) Oleh Polisi Kehutanan (Studi Di Kabupaten Sumbawa)”,
Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2013
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Skripsi Keempat Berjudul “Upaya Reserse Kriminal Khusus Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah
Hukum Polda Lampung”, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas
Lampung, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya
Reserse Kriminal Khusus dalam penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan
Liar ({llegal Logging) di Wilayah Hukum Polda Lampung dan apakah faktor
yang menjadi penghambatnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan bahwa upaya
yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya bagian Direktorat Reserse
Kriminal Khusus Polda Lampung yaitu: upaya Preventif (pencegahan), dan
upaya Represif (penindakan). Upaya-upaya tersebut dilakukan berkenaan dengan

upaya penal dan non-penal.
Faktor-faktor yang menghambat adalah:

1 Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih kurangnya personil
penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
pembalakan liar (illegal logging), serta tidak seimbangnya jumlah
personil dengan luas lahan hutan yang harus diawasi.

2 Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai merupakan salah satu
faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan suatu
kejahatan.

3 Faktor masyarakat yaitu masih kurangnya kesadaran hukum bagi
masyarakat akan pemahaman mengenai aturan-aturan yang mengatur
tentang kehutanan, serta belum optimalnya peran serta masyarakat dalam
upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pembalakan liar

menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya penanggulangan
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kejahatan ini.!?

Skripsi kelima berjudul Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal
Logging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton
Utara), diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik Universitas
Muhammadiyah Buton. Skrpsi ini membahas tentang Faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi terjadinya Illlegal Loging di Kecamatan Kulisusu Kabupaten
Buton Utara, Faktor-faktor apa yang ditimbulkan Illegal Loging terhadap
kehidupan masyarakat di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan
Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Dalam menangani Illlegal Loging di
Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

Hasil Penelitian ini adalah:

1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadiya illegal logging yaitu
Kekurangan personel aparat kehutanan yang menyebabkan lemahnya
pengawasan, lemahnya payung hukum menyebabkan sangsi yang
diberkan kepada pelaku illigal logging sangat ringanketersediaan
lapangan kerja dan faktor kmiskinan warga, Keterlibatan aparat penagak
hukum sehingga menyebabkan adanya main mata atau KKN diantara

aparat dan palaku illegal logging.

2 Dampak yang terjadi akibat illegal logging yaitu dampak terhadap
lingkingan, dampak terhadap kelestarian hutan, dampak terhadap
ekonomi.

3 Upaya pemerintah daerah kabupaten buton utara dalam menanggulangi

illegal logging yaitu Dengan menambah jumlah personil aparat

19 Masagus Zunaidi Trisna Putra, yang berjudul Upaya Reserse Kriminal Khusus Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar (lllegal Logging) Di Wilayah Hukum Polda
Lampung, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018
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kehutanan, Membuat Pembuatan peraturan daerah sebagai payung
Hukum, Pemberian izin, Menerapkan sanksi yang berat, membuka

lapangan pekejaan, Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.?’

Skripsi Keenam Yang Berjudul Pelaksanaan Penanggulangan Kasus
lllegal Logging Dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan Di Kabupaten
Sragen, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,
membahas tentang untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan kasus illegal
logging dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di Kabupaten Sragen dan
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Sragen dalam penanggulangan tindak pidana tersebut serta upaya

untuk mengatasinya.

Adapun usaha untuk mengatasi permasalahan yang timbul adalah
membuat Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 522 / 111 /02 / 2006 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pemberantasan Penebangan
Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Kabupaten Sragen,
rapat koordinasi secara rutin dengan instansi lain, memantau perkembangan
kasus tindak pidana illegal logging dalam proses persidangan di pengadilan,
menghimbau pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen
untuk mengikuti pendidikan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
mengusahakan kelengkapan sarana dengan meninkatkan Penghasilan Sumber

Daya Hutan (PSDH).?!

20 Muh. Askal Basir, Yang Berjudul Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal
Loging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara), Diterbitkan
Oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Poitik Universitas Muhammadiyah Buton, 2016

2! Anisa Nursanti, Yang Berjudul Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal Logging
Dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Sragen, Diterbitkan Oleh
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008



14

Akan tetapi dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan diatas,
skripsi ini menitik fokuskan pada Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Tindak Pidana Illlegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus lllegal Logging di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee,

Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.?? Peran
disefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh
seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan
dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran
disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”.
Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.
Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang
yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan
yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.”?

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu
lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi
biasanya diaturdalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga
tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role)
dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang
diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentrajaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang

memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran

22 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

23 Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan
Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.



15

menunjuk kepada pola perilaku yang diharapakan dari seseorang yang memiliki
status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran
adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus
bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi
sosialnya.

2. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab
dalam pengelolaan wilayah tingkat desa. Badan ini tunduk pada Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Pedesaan dan
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Pedesaan.
Penanggung jawab pemerintahan desa adalah kepala desa yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam struktur organisasi desa, kepala desa juga mendapat
pendampingan dari perangkat desa, diantaranya->*

Sekretaris Desa

R

Kepala Urusan (Kaur)
Kepala Seksi (Kasi)

S

Kaur umum dan tu (tata usaha)
Kaur keuangan
Kaur perencanaan

Kasi pemerintahan

5= @ oo

Kasi kesejahteraan

—

Kasi pelayanan

j.  Kepala dusun

24 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Pedesaan\
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3. Pencegahan dan Penanggulangan

Jika tidak ada upaya untuk mencegah dan menanggulangi pembalakan
liar, maka akan terdapat dampak yang sangat mengerikan. Hilangnya
perpohonan secara terus menerus akan mengganggu keseimbangan ekosistem
dan menimbulkan bencana alam sehingga mengganggu masyarakat sekitar.

Pada dasarnya Masyarakat di sekitar hutan dapat dengan mudah
mencegah penebangan liar (illegal logging). Aktivitas mencurigakan di hutan
dapat dilaporkan ke lembaga penegak hukum setempat untuk segera
ditindaklanjuti. Namun perlu diketahui apakah aparat penegak hukum setempat
benar-benar bersih dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Penerapan sistem tebang pilih dan usaha tanam tebang juga merupakan
salah satu upaya pencegahan kegiatan illegal logging. Sistem tersebut
mendukung pengelolaan hutan lestari. Untuk mencegah illegal logging, hal lain
yang bisa dilakukan adalah meminimalkan penggunaan produk berbahan dasar
kayu seperti kertas yang merupakan dari pohon kertas. Tingginya permintaan
kayu akan memicu perusahaan kayu melakukan penebangan hutan secara besar-
besaran tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menanggulangi adalah
dengan mengubah kawasan hutan tertentu menjadi hutan lindung. Dalam
pemanasan global saat ini, hutan lindung memegang peranan penting dalam
keseimbangan ekosistem, sistem air, perlindungan tanah dan suplai oksigen.
Orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak akan dengan mudah memasuki
kawasan hutan lindung, karena kawasan ini tidak diperbolehkan adanya
kegiatan. Ketika sudah terjadinya aktivitas illegal logging, maka harus
dilakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Dan diharapkan dapat dibuat

hukum yang lebih efektif dan terstandarisasi dalam peraturan perundang-
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undangan, dan diharapkan dapat mencegah pelaku kejahatan melakukan illegal

logging kembali.?

4. Hukum Pidana Islam

Hukum Islam merupakan gabungan dari dua kata: hukum dan Islam.
Hukum menurut bahasa memutuskan sesuatu untuk sesuatu, sedangkan menurut
hukum syara’ itu adalah perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang
beriman dalam bentuk pilihan atau keputusan.’® Hukum Islam berarti hukum-
hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh
seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (agidah) maupun
yang berhubungan dengan amaliyah.?’

Sedangkan Hukum Pidana Islam itu sendiri merupakan terjemahan dari
kata fikih jinayah. Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara’ yang
berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah),
yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan
gabungan antara pengertian “Fikih” dan “Jinayah”.?® “Ensiklopedi Hukum
Pidana Islam I” yang dikarang oleh Abdul Qadir Audah, menjelaskan kata
jinayah dalam istilah ilmu figh didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang
dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang

lainnya.?’

Fikih jinayah adalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau
tindak pidana yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang memiliki beban tugas)

25 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 49.

26 Abdul Hamid Hakim, Al-bayan, Juzu’ IIl, Terjemahan Sa’diyah Putra, (Jakarta:
Padang Panjang, 1992), him. 10

?’Muhammad Abdul Munim Al-Jammal, Ensiklopedia Islam, (Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka, 2004), him. 256

28 Pustaka Nasional R1, Ensikopedi Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoelen, 2005), hal.
1

2 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I, (Bogor: PT Kharisma Ilmu,
2007), him. 300
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sebagai hasil pemahaman dalil hukum yang rinci dari Alquran dan hadits. Tindak
pidana tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber

dari Al-Qur'an dan Hadits.*°

F. Metode penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data
yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan
pemasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan
ditempuh. Penelitian ilmiah adalah metode yang bertujuan untuk menganalisis
satu atau lebih gejala melalui pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta
tersebut, kemudian mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta

tersebut, maka Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris
adalah Suatu metode penelitian hukum yang fungsinya untuk mempelajari
bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan benar-benar memahami hukum
yang dibutuhkan oleh masyarakat.’!

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, biasanya disebut
dengan artian penelitian lapangan. Pada metode ini, tidak memerlukan
pengetahuan tentang literatur yang digunakan atau kemampuan tertentu dari
peneliti. Riset di tempat biasanya dilakukan untuk menentukan arah penelitian

sesuai dengan situasi tertentu.

30 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1
31 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm.105-107
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2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau
landasan utama dalam penelitian ini, yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data
Skunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut antara lain
sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian primer, peneliti mengumpulkan data langsung dari
objek yang akan diteliti (responden). Oleh karena itu, semua informasi dicatat
untuk pertama kalinya oleh peneliti sebagai data pada penelitian. Teknik
pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian melalaui cara dengan
wawancara dan observasi di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri,
Kabupaten Aceh Besar.>

b. Sumber Hukum Sekunder

Dalam penelitian sekunder yang digunakan peneliti adalah data yang
dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Disamping itu, data sekunder
sudah begitu adanya atau given, karena tidak diketahui metode pengambilannya
atau validitasnya. Diantaranya itu adalah buku-buku, artikel, yang ada di

perpustakaan, jurnal dan data- data internet dan penelitian yang terdahulu.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang
berasal dari buku-buku, literatur, dan referensi yang berhubungan dalam
penelitian ini.>
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian Field

Research (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung

ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Disini

32 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada,
2007), him. 37

33 Ibid, hlm. 38
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penulis mengadakan penelitian terhadap illegal Logging yang terjadi di Kawasan
Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh
Besar.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview (wWawancara)

Wawancara mengacu pada proses memperoleh informasi untuk tujuan
penelitian melalui pertanyaan dan jawaban tatap muka antara pewawancara dan
narasumber atau narasumber (dengan atau tanpa panduan wawancara).>
Wawancara yang digunakan penulis adalah pedoman wawancara, yaitu
wawancara berpedoman pada serangkaian pertanyaan yang telah disusun
sebelumnya. Apabila ada informasi-informasi yang perlu di dalam secara
mendetail, maka interview dapat ditambahkan, sehingga jawaban diperoleh
secara lengkap. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan
Perangkat Desa, petani, dan warga di Gampong Aneuk Glee, Kecamatan
Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam konteks
pengumpulan data untuk suatu penelitian. Pengamatan menjadi suatu proses
yang kompleks, yang terdiri dari berbagai proses, teknik pengumpulan data, dan
pengamatan tentang perilaku pribadi, proses kerja, dan fenomena alam.? Melalui
observasi penulis melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap objek penelitian.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain:
tempat dan lokasi, pelaku kegiatan, tindakan dan peristiwa, penanggulangan dan

pencegahan yang dilakukan.

34 Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003), hlm.
133
35 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. XIV, hlm. 203
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4. Teknik Analisis Data

Data yang dipeoleh penulis akan dianalisis dan dituangkan dengan
menggunakan metode kualitatif dari penelitian Field Research (penelitian
lapangan). Dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu
metode penelitian hukum yang fungsinya untuk benar-benar memahami hukum
dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dimaksudkan
untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang
diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan judul penulisan
secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan

atau rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan
sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 (empat) bab yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah. metodelogi
penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua terkait pembahasan teoritis yang memaparkan tentang
pengertian, unsur-unsur, dasar hukum illegal loging menurut Undang-undang,
Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana l/legal Logging

Bab tiga membahas tentang deskripsi umum lokasi penelitian, perangkat
desa, struktur perangkat desa, faktor-faktor penyebab terjadinya illegal logging,
Peran Perangkat Desa dalam pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan
oleh perangkat desa terkait praktek illegal logging, dan Pandangan Hukum
Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana lllegal Logging yang terjadi disekitar
Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri,
Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi

kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang
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menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu

untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.




BAB DUA
LANDASAN TEORI

A. Illegal Logging
1. Definisi lllegal Logging

Secara harfiah illegal logging berasal dari bahasa Inggris yaitu “illegal”
yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan
“logging” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa illegal logging
menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawanya ke tempat

gergajian yang menurut hukum dianggap illegal atau tidak sah menurut hukum.*¢

Secara umum illegal logging mengandung makna yang merupakan
rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan
hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau
bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan

kerusakan pada hutan.

Pada Tahun 2002 dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh LSM
Indonesia mendefinisikan illegal logging adalah operasi atau kegiatan kehutanan
yang belum mendapat izin dan yang merusak. Forest Watch Indonesia (FWI)
dan Global Forest Watch (GFW), mengidentikkan //legal logging dengan istilah
“pembalakan liar” untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan
kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan
kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut, FWI membagi
lllegal logging menjadi dua yaitu:

36 IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo, Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem
Desentralisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), him. 13

23
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a. Dilakukan oleh operator sah yang melanggar persyaratan lisensinya atau
izin yang dimilikinya.

b. Melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama
sekali tidak mempunyai hak izin dari pemerintah yang berwenang untuk

menebang pohon.>’

Prasetyo mengungkapkan ada7 jenis dari  kegiatan illegal logging

yaitu:*8

a. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada
izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;

b. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging
(menebang kayu) yang sesuai peraturan;

c. Masuk menebang ke lokasi/kawasan hutang lindung atau lokasi yang
disarankan tidak dapat ditebang;

d. Produksi kayu apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada
batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal
perusahaan;

e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;

f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan; dan

g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri

fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Penebangan hutan secara liar adalah kegiatan yang akan berdampak pada
kerugian ekonomi, ekologi, sosial dan budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak

melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka illegal logging

37 IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo, Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem
Desentralisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 14
38 Ibid, hlm. 7
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mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan

lingkungan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa illegal logging adalah rangkaian kegiatan
penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan
ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehinggah
tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena

dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.*

Berdasarkan kesimpulan di atas, jelas bahwa perbuatan illegal
logging merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan
sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kejahatan
semacam ini merupakan potensi ancaman bagi tatanan sosial dan dapat
menimbulkan ketegangan dan konflik dalam segala aspek, sehingga perilaku
tersebut justru menyimpang dari norma yang membentuk kehidupan atau
keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh
kejahatan illegal logging ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada

di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, maupun internasional.*’

2. Dasar Hukum Illegal Logging

Ketentuan sanksi hukum bagi tindak pidana (illegal logging) diatur
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam rangka melindungan hutan, sejumlah
aturan pidana yang melarang dengan tegas yang ditujukan kepada setiap orang
yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti melakukan penebangan

hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.*! Ketentuan penegakan

3 Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme Di Tengah Praktek
Premanisme Global, (Tangerang: Wana Aksara, 2005), hlm.7

40 IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo, Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem
Desentralisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 15

41 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 26
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hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 82

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

1.

Orang perseorangan yang dengan sengaja

Melakukan penebang pohon di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan

izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud

Pasal 12 huruf b; dan / atau

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
tanpa surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurufc

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus

juta rupiah).

2.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di
sekitar kawasan hutan, pelaku pidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana
denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

. Korporasi yang:

Melakukan penebang pohon di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin
yang dikeluarkan oelh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf ¢
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Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah).*?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009) Pasal 98 ayat
(1), yang berbunyi “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan
perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku
mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*’

Sedangkan dalam KUHAP diatur dan diancam Pasal 197, adapun

ketentuan-ketentuannya yaitu:
a) Suatu putusan pemidanaan memuat:

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”;

2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

4. Penjelasan singkat tentang fakta dan keadaan serta alat bukti yang
diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar untuk
menentukan kesalahan terdakwa;

5. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

6. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan atau

42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, hlm. 38-39

4 Arif Zulkifli,, Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014),
hlm. 62
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penuntutan, peraturan tertulis sebagai dasar hukum pengambilan
keputusan, ditambah kondisi yang memberatkan dan mengurangi
beban terdakwa;

7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali
perkara diperiksa oleh hakim tunggal,

8. Pernyataan tentang kesalahan terdakwa yang menunjukkan bahwa
semua unsur dalam rumusan tindak pidana, serta kualifikasi, hukuman
atau tindakan yang dijatuhkan.

9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang
bukti;

10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di
mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap
palsu;

11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau
dibebaskan;

12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang
memutus dan nama panitera;

b) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) hurufa, b, c, d, e, f, h, j, k
dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum,;

c) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-
undang ini;*

3. Unsur-unsur lllegal Loging

Setiap tindak pidana harus memasukkan unsur kejadian (fakta) dari

perbuatan tersebut, yang harus memuat perbuatan dan akibat dari perbuatan

4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hlm. 58
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tersebut. Perilaku tidak bisa begitu saja disebut perilaku kriminal. Oleh karena

itu perlu diketahui apa saja unsur atau ciri dari kejahatan itu sendiri.*’

Lamintang merumuskan pokok-pokok tindak pidana yaitu sejumlah tiga
sifat yaitu perbuatan tersebut melawan hukum, Telah dilakukan dengan sengaja

atau tidak sengaja, dan perbuatan tersebut dapat dihukum.*®

Unsur kejahatan sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu unsur subjektif
dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur dari pelaku, termasuk
segala sesuatu yang terdapat di dalam hatinya sedangkan Unsur subjektif

merupakan unsur perbuatan kriminal, yang antara lain:*’

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);

b) Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53
ayat (1) KUHP:

c) Beragam, misalnya yang termasuk dalam tindak pidana pencurian,
penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

d) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan
pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

e) Perasaan takut seperti antara lain yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya
dengan keadaan-keadaan dari pelaku dan si pelaku itu harus melakukan
perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara

lain:

a) Sifat melanggar hukum,yaitu sifat yang melawan hukum ini harus selalu

ada di dalam setiap rumusan delik pidana, walaupun unsur tersebut oleh

4 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 64

4 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya
Bakti,1997), him. 173

47 Ibid, hlm. 193.
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pembuat undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai
salah satu delik yang bersangkutan;

b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaannya sebagai seorang pegawai
negeri” di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.

c) Kausalitas, atau hubungan antara tindakan sebagai sebab dan kenyataan

sebagai akibat.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Illegal

Logging
1. Pengertian Tindak Pidana (A/l-Jarimah)

Pengertian jarimah menurut syara’ berbeda dengan pengertian jarimah
atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitannya dengan masalah
ta’zir. Menurut hukum Islam hukuman ta’zir adalah hukuman yang tidak
tercantum nash atau ketentuannya dalam Al-qur’an dan As-Sunnah, dengan
ketentuan yang pasti dan terperinci. Hukuman ta’zir dimaksudkan untuk
mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Dengan demikian jelas
sekali tujuan diadakannya ta’zir karena setiap perbuatan yang merusak dan
merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang Allah SWT.*®

Terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Qashash: 77

Coandall Saa ¥ A {7 39T (8 ST 45 Y.

Artinya: ...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan Al- Qur’an Surah Al- Bagarah: 60

Ondmss (Y1 (B3R5 Y5

4 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him. 11-12
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Artinya: ... Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat

kerusakan.*’

Meskipun ketentuan hukuman ta’zir diserahkan kepada wulil amri
(penguasa), namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar
yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan tujuan untuk

mencegah manusia supaya ia tidak membuat kekacauan dan kerusakan.
2. Unsur-unsur Jarimah

Suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah (delict) dan pelakunya dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila telah memenuhi syarat dan rukun
seabagai berikut. Rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu
rukun umum dan rukun khusus. Rukun umum, adalah unsur- unsur yang harus

terpenuhi pada setiap jarimah.

Sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi pada

jarimah tertentu.>® Unsur-unsur jarimah yaitu:

a) Unsur formil
yaitu adanya nash atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap
suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam hukum positif
disebut dengan istilah asas legalitas.

b) Unsur materiil
Yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik
dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dalam hukum pidana

positif disebut dengan sifat melawan hukum.

4 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, Tafsir Ath- Thabar Jil-1, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2011), hlm. 807

30 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Islam Pidana Indonesia, (Bandung: PT
Eresco, 1986). him. 55
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¢) Unsur moriil
yaitu pelaku jarimah adalah orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak
dalam arti terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh,
sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah

yang dilakukannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa didalam jarimah antara
unsur yang umum dengan unsur yang khusus terdapat perbedaan. Ulama Figh

membagi jarimah dilihat dari berbagai segi, diantaranya yaitu:>!

a. Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada 3 (tiga)
jenis, yaitu; hudud, qishas diyat, dan ta’zir:

1. Jarimah hudud, ialah perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan
ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hadd. Hukuman hadd,
yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai
macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau
dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum
(masyarakat). Yang termasuk kategori dalam jarimah hudud yaitu; zina,
menuduh berzina (gadzaf), perampokan atau penyamunan (hirabah),
pemberontakan (al-bagyu), minum-minuman keras (khamr), murtad
(riddah).

2. Jarimah Qishas-Diyat, ialah perbuatan yang diancam dengan hukuman
qishas (hukuman sepadan/ sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/
ganti rugi). Hukuman gishas dan diyat dikategorikan sebagai hak
perorangan (korban atau walinya), dimana pihak korban maupun
keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (gisas-
diyat) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut menurut

Abdul Wahab Khallaf, pemerintah masih berhak untuk memberikan

ST Ibid. him. 12
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hukuman fa zir, jika pelakunya dimaatkan oleh korban (keluarga
korban). Yang termasuk dalam kategori jarimah gqishas-diyat yaitu
pembunuhan dengan sengaja (al-gatl al-amd), pembunuhan semi sengaja
(al-qatl sibh al-amd), pembunuhan keliru (al-gatl al-khata’),
pembunuhan sengaja (al-jarh al-amd), penganiayaan salah (al-jarh-al-
khata’).

3. Jarimah Ta zir ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman
ta’zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajarandan semacamnya yang
tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada
kebijaksanaan penguasa (hakim).>

b. Jarimah menurut niat si pelaku

Jarimah dilihat dari niat si pelaku, ada 2 (dua) macam, yaitu; jarimah
magsudah (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) dan jarimah ghayru
magsudah (tindak pidana yang tidak disengaja). Jarimah magsudah (tindak
pidana yang ada unsur kesengajaan) adalah si pembuat tidak sengaja melakukan
perbuatan yang dilarang, tetapi ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut
dilarang. Sedangkan jarimah ghayru magsudah (tindak pidana yang tidak
disengaja) adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang,

tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya.

3. Sanksi Tindak Pidana Penebangan Liar (lllegal Logging) Dalam

Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam illegal logging dapat dikategorikan
sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah jarimah.
Suatu perbuatan anggap sebagai jarimah (delict) adalah perbuatan aktif atau
pasif yag dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial,

keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan.

52 Drs. Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, cet I, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015),
hlm. 14-16
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lllegal logging merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum,
dimana bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi/ hukuman dengan
tujuan untuk membuat efek jera agar tidak melakukannya lagi. Bentuk kejahatan
penebangan liar (illegal logging) tidak ada dalam nash, sehingga masuk dalam

kategori jarimah ta ’zir.

Dalam syara’ tidak ditentukkan macam hukuman untuk setiap jarimah
ta zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan sampai
yang berat. Hukuman fa zir dibagi menjadi 5 (lima) macam, diantaranya sebagai

berikut:
a. Hukuman Mati

Dalam hukum islam hukuman #a ’zir bertujuan untuk mendidik. Sebagian
besar fugaha memberi pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu
diperbolehkan dijatuhkannya hukuman mati sebagai hukuman fa zir, apabila
kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan
oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti;
hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid ‘ah (pembuat fitnah) dan residivis

yang berbahaya.
b. Hukuman Jilid (Cambuk)

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syari’at
Islam. Dalam jarimah hudud hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan
hukuman jilid (cambuk), seperti; zina, gadzaf, dan minuman khamr. Jarimah

ta zir bisa diterapkan dalam berbagai jarimah
¢. Hukuman Penjara

Dalam syari’at Islam hukuman penjara dibagi menjadi 2 (dua) bagian,

yaitu:
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1) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya
dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas diterapkan untuk jarimah
penghinaan, penjualan khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci
Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mencaci antara

dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.

2) Penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi
waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal
dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain, disebut hukuman penjara

seumur hidup.
d. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman Had yang dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun pelarangan pengasingan
merupakan hukuman Had, namun dalam praktiknya juga digunakan sebagai
hukuman ta'zir. Di antara Jarimah ta'zir yang dihukum di pengasingan, ada
orang yang bertindak seperti mukhannats (waria), yang pernah dihukum oleh

Rasul dengan mengusirnya ke luar Madinah.
e. Hukuman Denda

Dalam hukum Islam Fukaha telah bersepakat untuk menghukum
sebagian tindak pidana ta’zir dengan denda. Sebagian fukaha yang
membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum menerapkannya
dengan syarat-syarat tertentu. Diantaranya; hukuman denda harus bersifat
ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahannya sampai

keadaan pelaku menjadi baik. Fugaha pendukung hukuman denda sebagai
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hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat

dijadikan pada tindak pidana ringan.*?

33 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III, (Bogor: PT Karisma
Ilmu, 2007), hlm. 87



BAB TIGA
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Dalam sub bab ini peneliti akan menggambarkan secara umum Gampong
Aneuk Glee sebagai penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang
dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian serta dapat memberikan pemahaman
kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui kondisi umum sebagai lokasi

penelitian ini, yang meliputi:

1. Lokasi Gampong Aneuk Glee
Gampong Aneuk Glee adalah salah satu dari 52 desa yang berada dalam
lingkup pemerintahan kecamatan Indrapuri, luas wilayah Gampong
Aneuk Glee sekitar 14.000 HA dengan jumlah 4 dusun yang terdiri dari
Dusun Maju, Dusun Indah, Dusun Rukun dan Dusun Damai. Desa Aneuk
Glee, terletak sekitar 20 km dari Banda Aceh, pada jalur jalan raya Banda
Aceh-Medan, dengan posisi geografis 95023°00” - 95025°36” BT dan
5023°00°’- 5026’36 LU.
2. Wilayah Administrasi Gampong Aneuk Glee dengan batas-batas
administrasi sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mon Ara,
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pegunungan Bukit Barisan,
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbo Baro, Kecamatan
Kuta Malaka,
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lam Ilie Tengoh
3. Kondisi Demografi Gampong Aneuk Glee
Jumlah penduduk di Desa Aneuk Glee berjumlah 268 kk dan 989 jiwa.
a. Di Dusun Rukun berjumlah 111 kk dan 404 jiwa

37
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b. Di Dusun Indah berjumlah 38 kk dan 151 jiwa
c. Di Dusun Daman berjumlah 43 kk dan 146 jiwa
d. Di Dusun Maju berjumlah 76 kk dan 288 jiwa>*

B. Struktur Perangkat Desa
1. Perangkat Desa

Pengertian tentang desa menurut salah satu undang-undang yaitu di
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang Berwenang
mengelola dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat , hak

adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut dengan pemerintahan
desa. Pemerintah desa ialah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan
pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan
perangkat desa. Pemerintah desa menurut Haw Widjaja diartikan
penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem
pengelolaan pemerintahan maka desa berhak mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada badan
permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada
bupati. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa
adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh

pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.>”

4 Hasil Observasi Data Gampong Dari Perangkat Desa Gampong Aneuk Glee Pada
Tanggal 5 Desember 2020
35 Didik Sukriono, Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia, Jurnal Konstitusi
Volume 1, (Malang, Pkk Universitas Kanjuruhan, 2008), him. 1



39

Dalam sejarah pemerintahan pedesaan, beberapa undang-undang dan

peraturan tentang daerah pedesaan telah dibentuk, yaitu:

l.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan
Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja Sebagai
Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat Iii
Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Di Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
Dan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.>®

Undang-undang desa disusun dengan semangat penerapan amanat

konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat

sebagaimana tertuang dalam pasal 18b ayat (2) yang berbunyi “Negara

mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya

selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-

prinsip negara kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur

dengan undang-undang” dan ketentuan pasal 18 ayat (7) yang menegaskan

56 Didik Sukriono, Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia, Jurnal Konstitusi

Volume 1, (Malang, Pkk Universitas Kanjuruhan, 2008), hlm. 4
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bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur

dalam undang-undang.”

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan
desa adat atau yang disebut atau dengan nama lain, selanjutnya disebut desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat. Diaturnya desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah yang memperlihatkan kemauan politik

pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan.®’

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Tentang Desa bahwa tujuan pengaturan desa adalah’®;

1. Sebelum dan sesudah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia,
keberagaman desa yang ada kenali dan hormati;

2. Memberikan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem
ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

3. Menjaga dan memajukan adat istiadat, tradisi dan budaya masyarakat
pedesaan, serta mendorong inisiatif, gerakan dan partisipasi masyarakat
pedesaan untuk mengembangkan potensi pedesaan dan mewujudkan aset
yang saling menguntungkan;

4. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;

5. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan

adaptasi sosial budaya masyarakat desa, dan mewujudkan masyarakat

57 Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa. (Bandung,
Fokusmedia. 2014), hlm. 187

58 Pasal 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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desa yang dapat menjaga persatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan
nasional;

Mempromosikan ekonomi masyarakat pedesaan dan mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional; memperkuat pembangunan

masyarakat pedesaan.

Menurut Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014, Kepala desa atau

disebut juga pemerintahan desa yang didukung oleh perangkat desa sebagai

salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Berikut peran dan

kewajiban aparat pemerintah desa’:

1.

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili pemerintah desa yang memiliki kekayaan tingkat desa. Kepala
desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
desa, serta memiliki kewenangan menetapkan kebijakan tentang
pelaksanaan pemerintahan desa.

Sekretaris desa adalah koordinator prangkat desa yang membantu kepala
desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas sekretaris desa meliputi
menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa,
membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk
laporan penyelenggaraan pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh kepala desa. Sekretaris desa diberi wewenang oleh
pengurus desa untuk mengelola keuangan desa dan bertanggung jawab
kepada pengurus desa.

Pelaksana teknis desa terdiri atas Kepala Urusan Pembangunan, Kepala
Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala

Urusan Umum. Kepala urusan pemerintahan bertanggung jawab

%9 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
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membantu kepala desa dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan
dan merumuskan bahan-bahan yang berkaitan dengan kebijakan
perdesaan, melaksanakan kegiatan kependudukan, urusan pertanahan,
dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kepala urusan kesejahteraan rakyat bertugas membantu kepala desa
mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program
keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial
kemasyarakatan. Kepala urusan keuangan berfungsi membantu
sekretaris desa dalam mengelola sumber pendapatan, administrasi
keuangan, penyusunan APBDes dan laporan keuangan desa. Kepala
urusan umum berfungsi membantu sekretaris dalam mengelola arsip
desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum.

Pelaksana kewilayahan terdiri atas Kepala Dusun Dan Administrasi
Desa.

Kepala dusun bertugas membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di
wilayah dusun, berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan
yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam
mensejahterakan masyarakat.

Administrasi desa berfungsi membantu dalam kegiatan pencatatan data
dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Struktur pemerintah desa yang telah dibentuk, ditugaskan dan

difungsikan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untuk desa. Setiap

perangkat desa diharapkan melakukan fungsinya dengan baik. Bisa menata

masyarakat dan membangun desa sesuai dengan pembangunan yang telah

direncanakan oleh pemerintah pusat.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:®°

0 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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Menjalankan urusan pemerintahan yang ada sesuai dengan hak warga
desa. Tugasnya dilakukan bersama antara pemerintah, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni
urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat
meningkatkan pelayanan masyarakat.

Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1.

© =N

Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan hak,
adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat hukum adat desa;
Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;

Mendapatkan sumber pendapatan;

Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat
desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;

Mengembangkan kehidupan demokrasi;

Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan

Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
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2. Struktur Perangkat Desa Gampong Aneuk Glee

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama
lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama

lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;

Tuha Peuet Gampong atau nama lain, adalah Badan Perwakilan
Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan

cerdik pandai yang ada di Gampong;

Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-
petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat

persetujuan Tuha Peuet Gampong;

Pemerintah Gampong, adalah Keuchik dan Teungku Imeum Meunasah
beserta Perangkat Gampong yang menyelenggaraan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.

1. Kewenangan Gampong, meliputi :

a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Gampong dan
ketentuan adat dan adat istiadat

b. kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan

c. kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan belum
menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan
Pemerintah Mukim;

d. kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota,

Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.



45

2. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disertai
dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.

3. Pemerintah Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan
yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga

pelaksana.
Peran Perangkat Desa:

1. Keuchik
Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
a. Tugas dan kewajiban Keuchik adalah :

1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

2) membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari’at Islam
dalam masyarakat;

3) menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat,
kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat;

4) membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta
memelihara kelestarian lingkungan hidup;

5) memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya
perbuatan maksiat dalam masyarakat;

6) Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong;

7) mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet
Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya
ditetapkan menjadi Reusam Gampong;

8) mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong
kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan
selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja

Gampong;
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9) Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan
berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.
b. Keuchik sebagai Hakim perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f, dibantu oleh Imeum Meunasah dan Tuha Peuet Gampong.
c. Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meneruskannya kepada
Imeum Mukim dan keputusan Imeum Mukim bersifat akhir dan

mengikat.

2. Imeum Meunasah

Imeum Meunasah atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan
fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan
pendidikan agama untuk anak- anak/remaja dan masyarakat, memimpin
seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran Meunasah/Mushalla
dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari’at

Islam dalam kehidupan masyarakat.

a. Pengaturan lebih lanjut tentang syarat dan pengesahan pengangkatan
Imeum Meunasah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten atau Qanun
Kota.

b. Qanun Kabupaten atau Kota.

3. Perangkat Gampong
a. Perangkat Gampong membantu Keuchik dalam pelaksanaan fungsi,
tugas dan kewajibannya.
b. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perangkat Gampong langsung berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Keuchik.
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c. Perangkat Gampong diangkat dari penduduk Gampong yang

memenuhi syarat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat.

d. Perangkat Gampong diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan

Keuchik, setelah mendapatkan persetujuan dari Tuha Peuet

Gampong.

Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Unsur staf, yaitu Sekretariat Gampong, yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris

Gampong atau nama lain, yang dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu

oleh beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

Gampong seperti:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kepala Urusan Pemerintahan;

Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan;

Kepala Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial;
Kepala Urusan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan;

Kepala Urusan Pemuda;

Kepala Urusan Umum;

Kepala Urusan Keuangan.

b. Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis fungsional yang

melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan

dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat, seperti :

1)

Tuha Adat atau nama lain, yang mempunyai tugas dan
melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat istiadat,
kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas

manfaat;
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2) Keujruen Blang atau nama lain, mempunyai tugas dan
melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan
persawahan;

3) Peutua Seuneubok atau nama lain, mempunyai tugas dan
melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan
bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan;

4) Pawang Laot atau nama lain, mempunyai tugas dan
melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha
penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha
tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu
karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang
berhubungan dengan sektor perikanan laut;

5) Haria Peukan atau nama lain mempunyai fungsi dan
melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan pasar
Gampong;

6) Dan lain-lain unsur pelaksana teknis yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial budaya dan
sosial ekonomi masyarakat Gampong, dengan penyebutan
nama/istilah masing-masing.

c. Unsur wilayah, adalah pembantu Keuchik dibagian wilayah
Gampong, yaitu Kepala Dusun/Kepala Jurong atau nama lain sesuai

dengan kelaziman setempat.®!

61 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang
Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
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C. Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan Serta Penanggulangan

Terkait Praktek Illegal Logging

Pemerintah Desa merupakan pemegang kendali di wilayah Desa. Oleh
karena itu Kepala Desa beserta Perangkat Desa merupakan penanggung jawab
atas jalannya roda pemerintahan sehingga maju mundurnya pemerintahan di
Desa tergantung dari kinerja Perangkat Desa dalam mempengaruhi

masyarakatnya untuk turut serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Masyarakat dari kejahatan
dan ketidak kesimbangan yang mengakibatkan masyarakat tidak merasa aman
diperlukan upaya-upaya untuk memberantas dan mencegah kejahatan terjadi,
salah satu kejahatan yang sangat meresahkan dalam kehidupan masyarakat Desa

adalah illegal logging.

lllegal logging adalah rangkaian kegiatan kejahatan di bidang kehutanan
dalam rangka pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan ketentuan
hukum yang berlaku dan dapat merusak hutan. Seperti kasus yang penulis teliti
yaitu illegal logging yang terjadi dikawasan sekitaran Gunong Meulu, Desa

Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar.

Penebangan liar tersebut terjadi dikawasan hutan lindung di seputar
Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh
Besar, kian semakin parah dan meresahkan warga masyarakat setempat.
Masyarakat sendiri mereka sulit menghentikan kegiatan penebangan hutan
lindung tersebut secara ilegal karena diduga pelakunya melibatkan oknum
tertentu, sehingga pelakunya dapat beraksi bebas menebang kayu di hutan

lindung itu.
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Untuk menuju ke lokasi, pelaku penebangan kayu-kayu raksasa di hutan
tersebut, sudah dibuat jalan setapak yang bisa dilintasi alat berat dan kendaraan
dengan jarak tempuh sekitar 7 kilometer lebih. Untuk menuju ke lokasi sudah ada
jalan yang dibuat pelaku, dengan menggunakan alat berat beco dan traktor

sehingga dapat dilintasi dengan mudah.

Untuk itu masyarakat mengharapkan, kepada penegak hukum untuk
segera menghentikan dan menindak para pelaku yang terlibat illegal logging
tersebut sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Dan para pekerja pelaku
illegal logging itu, sebagian bukan masyarakat setempat melainkan berasal dari
luar Aceh Besar, seperti yang datang dari Aceh Tamiang, Lamno Aceh Jaya dan

Aceh Timur.

Perbuatan pembalakan liar (illegal logging) dikawasan hutan, baik hutan
lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya. Pembalakan liar (illegal logging)
tersebut ada yang dilakukan dengan menggunakan alat tradisional dan ada pula
yang menggunakan alat-alat atau mesin modern. Penggunaan gergaji dan mesin
dalam penebangan kayu mengakibatkan kerusakan hutan semakin cepat dan
parah karena penebangan dilakukan tanpa terkontrol, sehingga kayu dengan

ukuran kecil pun ikut tertebang secara liar dan sewenang-wenang, ''®

Upaya pemberantasan dan pencegahan pembalakan liar memang tidak
pernah berhenti dilakukan oleh Perangkat Desa. Namun bentuk kewenangan
yang dimiliki oleh aparat desa merupakan kewenangan yang terbatas, karena
sekalipun Indonesia telah membuat aturan yang memberikan wewenang
pemerintahan desa untuk mengatur wilayahnya dengan baik, tetap saja dalam hal
penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

merupakan pernyerahan kewenangan yang terbatas.

118 Hasil Wawancara dengan Munawir, Sekretaris Gampong Aneuk Glee, Kecamatan
Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020
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Upaya Pencegahan yang dapat di lakukan oleh Perangkat Desa, seperti:

1. Memberikan penyuluhan baik dengan cara memberikan pengunguman,

rapat desa dan melalui ceramah kepada masyarakat tentang betapa
pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu di jelaskan juga
perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat
yang dapat merusak hutan, dalam Islam pun Allah sangat melarang
perbuatan yang dapat merusak bumi dan Alam Sekitar.!"’
Karena kerusakan hutan berdampak sangat besar bagi kehidupan
masyarakat dan tinggal di sekitara hutan, tujuannya juga agar masyarakat
dapat terus menfaatkan hutan tanpa merusaknya dan selalu menjaga
kelestarian hutan tersebut.

2. Bukan hanya memberikan penyeluhan, tapi juga memberika akses atau
izin untuk memanfaatkan hutan dan untuk menjelajahi hutan agar
masyarakat merasa memiliki hutan tersebut sehingga harus menjaganya.

3. Perangkat Desa juga mengajak masyarakat untuk menanam perpohonan
di sekitaran gunung dan sekitaran gampung karena melihat dan
merasakan hutan yang gundul baik dari perbuatan illegal logging maupun
dari perusakan ketika angin atau cuaca yang ekstrim.'?°

4. Dalam hal pemberantasan kejahatan penebangan liar yang dapat di
lakukan, seperti dengan menempatkan pos penjagaan di sekitaran
gampong untuk mengetahui apabila ada pihak tidak dikenali yang
mencurigakan keluar masuk di wilayah kampong, maka dilakukan
dengan memeriksa identitas dan tujuan mendatangi kampung. Dan
apabila terdapat masalah seperti itu maka akan di periksa serta apabila

terbukti melakukan kejahatan maka diberikan hukuman sesuai dengan

119 Hasil Wawancara dengan Tgk. Ikhsan, Imum Meunasah Gampong Aneuk Glee,
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020

120 Hasil Wawancara dengan M. Amin Yunus, Kepala Desa Gampong Aneuk Glee,
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020
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kejahatan yang di lakukan, baik itu di putuskan oleh pihak pemerintah

desa ataupun diserahkan kepada kepolisian setempat.

Kendala dalam menjalankan upaya-upaya tersebut pastinya ada, seperti
kurang kerjasama dari seluruh pihak terkait kepada Perangkat Desa yakni dengan
memberikan sosialisasi dan Informasi tentang Kasus /llegal Logging dan betapa
pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup.'?!

Dengan penjelasan diatas dari pihak Perangkat Desa, maka penulis
menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan berwibawa yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum sekiranya dapat menyelamatkan dan
melindungi hutan yang ada di kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee,
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Karena peran masyarakat
merupakan peran yang sangat penting karena masyarakat akan menggunakan
hutan untuk kebutuhan mereka. Masyarakat mempunyai kewajiban dalam
melestarikan hutan terutama membantu memberantas para pelaku tindakan
illegal logging.

Adapun konsep yang digunakan dalam mengambil peran masyarakat
yaitu konsep pemberdayaan dimana masyarakat diminta untuk membantu
mengontrol kegiatan mereka sendiri di lingkungan. Diharapkan dengan peran

masyarakat ini dapat membantu dalam memberantas tindakan illegal logging.'*

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Illegal Logging

Banyaknya masalah illegal logging di Indonesia yang terjadi bukan tanpa
alasan, beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik illegal logging ini
adalah sebagai berikut :

121 Hasil Wawancara dengan Zulfan Efendi, Kaur Keuangan Gampong Aneuk Glee,
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020

122 Hasil Wawancara dengan Seluruh Perangkat Desa Gampong Ancuk Glee,
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020
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Setalah di keluarkannya izin Hak Pengusaan Hutan (HPH) tahun 1980,
Banyak pengusaha dan pejabat pemerintah yang tidak bertanggung jawab
dalam mengembangkan sumber daya alam, atau pemberian hak akses
atau “kartu jalan tol” artinya ada unsur permainan keserakahan dalam
instansi pemerintah.

Kemiskinan merupakan faktor utama pencurian kayu, terutama di antara
masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan.
Mendorong mereka mencuri kayu di kawasan hutan hanya untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penegakan hukum yang lemah untuk mengawasi pembalakan liar.
Namun, penegakan hukum yang saat ini diterapkan di Indonesia
merupakan hukum yang runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya
tidak ada keadilan hukum terhadap masyarakat kecil, hanya pihak-pihak
dari tingkat pemerintah dan pengusaha yang lolos dari jerat hukum, dan
mereka yang lemah yang tidak memiliki kuasa hukum atas pencurian
kayu atau pembalakan liar dapat dengan mudah ditangkap dan adili oleh
hukum.

Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum maksimal.
Dimana masyarakat sekitar hutan pada dasarnya bergantung pada
sumberdaya hutan.

Sistem pengawasan masih tidak berfungsi dengan baik. Sehingga bila ada
pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat

tertentu, akan sulit untuk menetapkan saksi yang jelas.!?’

Menurut salah satu ahli hukum, faktor penyebab pembalakan liar

berbeda-beda tergantung pendekatan yang diambil masing-masing pihak,

10

123 Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging I, (Jakarta: Wana Askara, 2005), hlm.
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pembalakan liar dikaitkan dengan meningkatnya permintaan kayu di pasar
internasional, daya terpasang tinggi industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal,
lemahnya penegakan hukum, resep tumpang tindih dan pemutihan kayu yang

terjadi di luar area pemotongan.

Dari pandangan yang dikemukakan tersebut, nampak persamaan yang
selalu ada dalam setiap pandangan para ahli lainnya yaitu memandang bahwa
lllegal logging merupakan suatu proses dalam kegiatan ekonomi, sehingga
faktor ekonomi menjadi faktor utama penyebab terjadinya illegal logging

(pembalakan liar).
Faktor-faktor terjadinya penebangan liar (illegal logging) antara lain:

1 Unsur-unsur tersebut mempengaruhi faktor-faktor yang berkaitan
dengan nilai-nilai sosial dan keadaan penduduk desa-desa yang berada di
sekitar hutan:

a. Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan

b. Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal
c. Ketidakpuasaan lokal atas kebijakan kehutanan pusat

d. Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari

2 Faktor-faktor ekonomi yang suplai dan permintaan normal berkaitan
dengan industri penebangan kayu dipengaruhi oleh unsur-unsur:

a. Permintaan kapasitas terpasang industri perkayuan dalam negeri dan
permintaan kayu luar negeri

b. Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan tinggi
rendahnya laba dari perusahaan industri kayu

c. Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu

3 Faktor-faktor yang terkait dengan pengusaha dan pengaruh serta kolusi
mereka dengan politisi dan pemimpin lokal dipengaruhi oleh elemen-

elemen seperti:
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a. Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu

b. Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan
tehadap penjabat lokal sehingga membuat besarnya partisipasi
penjabat lokal dalam kegiatan penebangan (illegal logging)

c. Banyaknya kerjasama ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan

penguasa atau penjabat lokal.!?*

Menurut perangkat desa Penyebab terjadinya illegal logging di kawasan
hutan Gunong Meulu kampung Aneuk Glee tersebut didasari oleh beberapa

masalah yang dihadapin:

1. Masalah Ekonomi

Seiring berkembangnya kehidupan manusia yang mengakibatkan
susahnya mencari penghasilan atau pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan,
semakin banyaknya pengangguran yang terlontang-lanting tidak tahu arah untuk
berkerja. Maka berkembanglah pemikiran-pemikiran untuk melakukan pekerjaan
apapun, dari itu di manfaatkan oleh pihah-pihak tertentu yang mengajak untuk
melakukan pekerjaan Ilegal atau yang larang demi mendapatkan penghasilan.
Banyak masyarakat datang ke wilayah atau ke tempat orang lain yang dibawa
oleh orang-orang tertentu untuk dipekerjakan yang padahal mereka tidak tau
dengan ap yang mereka lakukan. Mereka hanya mengikuti arahan untuk bekerja

dengan baik demi mencukupi kebutuhan hidup.!?’
2. Lemahnya Pengawasan Hutan

Lemahnya pengawasan dari kepolisian hutan yang bertugas untuk
menjaga hutan dan melindung dari para pelaku penebangan liar yang dengan

mudah untuk selesai membuat jalan yang bisa gunakan untuk memasuki hutan

124 Sukardi, lllegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana, (Yogyakarta:
Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005), him. 81
125 Hasil Wawancara dengan Karimah, Anggota Tuha Puet Gampong Aneuk Glee,
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020
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dan memotong kayu-kayu besar dengan waktu yang tidak lama karena dari hal
tersebut ketika area hutan di buat jalan tanpa izin untuk memasuki hutan dan
masuknya orang dari daerah lain untuk melakukan penebangan liar, menurut M.
Amin Yunus pengawasan dari polisi hutan sangan kurang, atau mungkin porsenil

untuk melakukan pengawasan tersebut tidak memadai.
3. Kurangnya kerjasama dan penjelasan dari pihak kepolisian

Ketika terjadi suatu tindak pidana yang terkadang pihak desa tidak
mengetahui dan tidak adanya perberitahuan atau laporan dari kepolisian adanya
penangkapan tersangka tindak pidana yang padahal itu masih dalam kawasan
desa tersebut sehingga membuat illegal logging yang terjadi dikawasan gunong
meulu aneuk glee menjadi kejahatan yang seperti di tutup-tutupi. Seperti yang di
katakan pak M. Amin Yunus sebagai kepala desa, beliau kurang mengetahui
bagaimana kelanjutan kasus tersebut dikarenakan tidak adanya kabar dari pihak
kepolisian bahwa di kawasan hutan tersebut terjadinya tindak pidana illegal
logging yang cukup besar, beliau hanya mendengar kabar dan membaca berita
bahwa terjadinya tindak pidana tersebut, karena pelaku ketika melalukan aksinya
tidak melewati jalan kampung aneuk glee dan juga dari kawasan penduduk

dengan hutan gunong meulu sangat jauh.'%¢
4. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat membuat pihak untuk menebang
pohon dihutan secara ilegal (illegal logging), baik itu di dalam kawasan hutan
lindung atau hutan hutan lainya semakin mudah dilakukan, karena dengan

berkembangnya teknologi untuk menebang pohon dan membuat jalan untuk

126 Hasil Wawancara dengan M. Amin Yunus, Kepala Desa Gampong Aneuk Glee,
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020
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memasuki hutan tidak memerlukan waktu yang lama sebab alat-alatnya semakin

canggih.'?’

E. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Illegal
Logging Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten

Aceh Besar
Menurut pandangan hukum pidana islam terhadap illegal logging yang
terjadi di kawasan hutan di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee,
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Menurut pandangan Hukum
Pidana Islam terhadap illegal logging tidak diatur secara langsung dalam nash
dan ketentuannya karena aturan tersebut terdapat dalam hukum ta zir

dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.

Dalam Al-Qur’an Allah SWT juga telah memerintahkan setiap manusia
untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Begitu pula sebaliknya, apabila
mereka merusak lingkungan hidup dengan bentuk apapun maka dapat
mengakibatkan dampak yang buruk bagi kelangsungan kehidupan di alam dan

segala isinya, termasuk manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Ar- Rum ayat
41:

salal 1 slee (ol Gaxy B3 (AT ol n& ey Ty alf s Sl 5l

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).'?8

Maka ketentuan hukuman ta zir diserahkan kepada ulil amri (penguasa),

127 Hasil Wawancara dengan Husnizar, Ketua Pemuda Gampong Aneuk Glee,
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 5 Desember 2020
128 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath- Thabari Jil. 20 (Jakarta
Selatan: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 680
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namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah
ditetapkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan tujuan untuk mencegah

manusia supaya ia tidak membuat kekacauan dan kerusakan.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa pohon memiliki banyak manfaat
tidak hanya bagi manusia tetapi juga binatang. Dengan pohon, kita dapat
berteduh dari sengatan matahari serta yang paling penting adalah oksigen untuk
kita bernafas. Selain itu, pohon juga dapat menjaga lingkungan dari berbagai
macam bencana seperti banjir dan tanah longsor. Sehingga jika pohon banyak

ditebang, tidak mengherankan jika banyak kerugian yang didapat.

Rasulullah saw bersabda:

i i Cuaal) 138 JB g0 5la sl ol 5 Ul 8 and ) Al Gpea b adad e
A OsSa Ba pe Lalba g Ladie allall 5 daaadl () Lgy Jlaiany 8348 (85 jau pdall (4

“Barang siapa menebang pohon bidara maka akan dituangkan di atas
kepalanya air yang panas.” Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ini hadis
ringkas dari hadis lain yakni, “Barang siapa menebang pohon bidara yang
menaungi ibnu sabil, hewan ternak dengan zalim dan cara tidak baik, maka Allah

akan menuangkan air panaspada kepalanya di neraka.(HR. Abu Dawud)

Meski Imam Ahmad mengemukakan tidak ada hadis yang sampai derajat
shahih mengenai hukum menebang pohon, tapi Albani dalam Shahih al-Jami’
menilai hadis di atas hasan. Sehingga, menurut Al-Qari dalam Mirqat al-
mafatih, hadis di atas boleh dijadikan landasan hukum larangan untuk menebang

pohon sembarangan.

Perlu diketahui, pohon bidara merupakan sejenis pohon kecil yang
menghasilkan buah di daerah kering. Dikenal juga dengan pohon widara. Hadis

tersebut menunjukkan larangan menebang sembarangan pepohonan yang
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digunakan untuk bernaung dari panas. Apalagi bila buah yang dihasilkan pohon

tersebut bermanfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Sehingga orang yang

menebang pohon dikatakan sebagai orang yang zalim dalam hadis tersebut.

Berdasarkan wawancara dan obsevasi di Gampong Aneuk Glee,

Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar upaya pemberantasan dan

pencegahan pembalakan liar memang tidak pernah berhenti dilakukan oleh

Perangkat Desa, adapun upaya-upaya tersebut antara lain:

l.

Memberikan penyuluhan baik dengan cara memberikan pengunguman,
rapat desa dan melalui ceramah kepada masyarakat tentang betapa
pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan.

Memberika akses atau izin untuk memanfaatkan hutan dan untuk
menjelajahi hutan agar masyarakat merasa memiliki hutan tersebut

sehingga harus menjaganya.

. Perangkat Desa juga mengajak masyarakat untuk menanam perpohonan

di sekitaran gunung dan sekitaran gampung.

Dalam hal pemberantasan kejahatan penebangan liar yang dapat di
lakukan, seperti dengan menempatkan pos penjagaan di sekitaran
gampong untuk mengetahui apabila ada pihak tidak dikenali yang

mencurigakan keluar masuk di wilayah kampong.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Asy-Syura Ayat 30:
A8 R 1585 2l Sl ad Bl 0 il 5

Artinya: Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah

disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian

besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

Menurut pandangan Hukum Pidana Islam terhadap peran perangkat desa

untuk pencegahan dan penanggulangan illegal logging yang terjadi di kawasan
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hutan di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri,
Kabupaten Aceh Besar sudah bagus dan sesuai dengan ajaran Islam dengan

ketentuan hukuman fa ’zir diserahkan kepada ulil amri (penguasa).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Quran Surat An-Nisa
Ayat 59:

s o 2 38 e 2T 1515 0 sk silal 5 A0 1 gl 15005 (il
S 5 (T3 58 S 53l a5 4l G sha3h £ o 5155 41T ) 8508
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Menebang pohon tidak selamanya buruk, jika dilakukan dengan benar,
seperti jika dikelola dengan baik maka menebang pohon dibolehkan seperti pada
tanaman pertanian yang dibudidayakan dengan baik, tidak hanya ditebang tapi
ditanam kembali. Sehingga tanaman tersebut akan terus bermanfaat bagi

manusia dan sekaligus membuat lingkungan jauh lebih lestari.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, serta memaparkan pembahasan

dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat

beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah di format.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.

Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan
Hutan di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan
Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar antara lain: pertama, memberikan
penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk
menjaga kelestarian hutan, selain itu di jelaskan juga perbuatan-
perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat yang
dapat merusak hutan. Kedua, memberika akses atau izin untuk
memanfaatkan hutan dan untuk menjelajahi hutan agar masyarakat
merasa memiliki hutan tersebut sehingga harus menjaganya. Ketiga,
mengajak masyarakat untuk menanam perpohonan di sekitaran gunung
dan sekitaran gampung karena melihat dan merasakan hutan yang gundul
baik dari perbuatan illegal logging maupun dari perusakan ketika angin
atau cuaca yang ekstrim. Keempat, menempatkan pos penjagaan di
sekitaran gampong untuk mengetahui apabila ada pihak tidak dikenali
yang mencurigakan keluar masuk di wilayah kampung maka akan
dilakukan pemeriksaan identitas dan menanyakan tujuan mendatangi
kampung. Kelima, Kendala dalam menjalankan upaya-upaya tersebut
pastinya ada, seperti kurang kerjasama dari seluruh pihak terkait kepada

Perangkat Desa yakni dengan memberikan sosialisasi dan Informasi
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tentang Kasus Illegal Logging dan betapa pentingnya untuk perlunya
menjaga lingkungan hidup.

Faktor penyebab terjadinya Terjadinya Illegal Logging di Kawasan
Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten
Aceh Besar antara lain: Pertama, faktor ekonomi yang menyebabkan
sering menjadi terjadinya kejahatan. Banyaknya pengangguran yang
terlontang-lanting tidak tahu arah untuk berkerja. Maka berkembanglah
pemikiran-pemikiran untuk melakukan pekerjaan apapun, dari itu di
manfaatkan oleh pihah-pihak tertentu yang mengajak untuk melakukan
pekerjaan Illegal atau yang larang demi mendapatkan penghasilan.
Kedua, faktor lemahnya pengawasan hutan. Sistem pengawasan yang
masih lemah sehingga para pelaku penebangan liar yang dengan mudah
untuk selesai membuat jalan yang bisa gunakan untuk memasuki hutan
dan memotong kayu-kayu besar dengan waktu yang tidak lama. Ketiga,
Kurangnya kerjasama dan penjelasan dari pihak kepolisian. Ketika
terjadi suatu tindak pidana yang terkadang pihak desa tidak mengetahui
dan tidak adanya perberitahuan atau laporan dari kepolisian adanya
penangkapan tersangka tindak pidana yang padahal itu masih dalam
kawasan desa tersebut. Keempat, Perkembangan Teknologi.
Perkembangan teknologi yang pesat membuat pihak untuk menebang
pohon  dihutan semakin mudah dilakukan, karena dengan
berkembangnya teknologi untuk menebang pohon dan membuat jalan
untuk memasuki hutan tidak memerlukan waktu yang lama sebab alat-
alatnya semakin canggih. Kelima, faktor menurut salah satu ahli hukum,
faktor penyebab pembalakan liar berbeda-beda tergantung pendekatan
yang diambil masing-masing pihak, pembalakan liar dikaitkan dengan
meningkatnya permintaan kayu di pasar internasional, harga terpasang

tinggi di industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal semakin meningkat,
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lemahnya penegakan hukum, dan penebangan kayu yang terjadi di luar
area pemotongan.

Menurut pandangan Hukum Pidana Islam terhadap illegal logging yang
terjadi di kawasan hutan di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk
Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar sudah bagus dan
sesuai dengan ajaran Islam namun hukum //legal Logging tidak diatur
secara langsung dalam nash, maka aturan tersebut terdapat dalam hukum
ta zir dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya
bahaya. Terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Qashash ayat 77 yang
artinya Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan.

Dah ketentuan hukuman fa zir diserahkan kepada ulil amri (penguasa),
namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar
yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan tujuan
untuk mencegah manusia supaya ia tidak membuat kekacauan dan

kerusakan.

SARAN

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa

saran sebagai berikut:

1.

Pemerintah harus menambah jumlah aparat kehutanan guna lebih
menujang pengawasan terhadap hutan,

Pemerintah harus membuat peraturan tentang kehutanan dan menerapkan
sanksi yang berat kepada pelaku illegal logging

Memberikan penyuluhan tentang manfaat dan arti penting hutan bagi
kehidupan.

Dapat mengatasi kurang ketersediaan lapangan kerja dan faktor

kemiskinan dalam masyarakat.
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5. Dan mengatasi Keterlibatan aparat penagak hukum sehingga
menyebabkan adanya main mata atau kerja sama diantara aparat hukum

dan palaku illegal logging.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid Hakim, Al-bayan, Juzu’ IlI, Terjemahan Sa’diyah Putra, Jakarta:
Padang Panjang, 1992

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih
Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Abdul Muis Yusuf dan Mohamad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan di
Indonesia. Jakarta. PT Rineka Cipta, 2011

Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I, Bogor: PT Kharisma
[Imu, 2007

Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam 111, Bogor: PT Karisma
[lmu, 2007

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, Tafsir Ath- Thabar Jil-1, Jakarta:
Pustaka Azzam, 2011

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath- Thabari Jil.20,
Jakarta—Selatan: Pustaka Azzam, 2009

Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Anisa Nursanti, Yang Berjudul Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal
Logging Dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan Di Kabupaten
Sragen, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

67



68

Surakarta, 2008. Diakses melalui
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8701/MjE1MTk=/Pelaksan

aan-penanggulangan-kasus-illegal-logging-dalam-rangka-melestarikan-

fungsi-lingkungan-di-kabupaten-sragen-abstrak.pdf

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta:
Kencana, 2014

Bayangkara utama, Ilegal Logging di Aceh Besar Semakin Marak: Aparat
Hukum Diminta Segera Menindak. Diakses

dihttps://bhayangkarautama.com/ilegal-logging-di-aceh-besar-semakin-

marak-aparat-hukum-diminta-segera-menindak/, di akses 06 Juli 2020

Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung,
Fokusmedia. 2014

Drs. Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, cet 1, Semarang: CV Karya Abadi, 2015
http://id.m.wikipedia.org/wiki/pembalakan_liar, di akses tanggal 03 Juli.
2020 jam 21.53.

IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo, Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem
Desentralisasi, Y ogyakarta: Pustaka Pelajar 2008

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 197 Tentang

Pemidanaan



69

Lamintang. P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra
Aditya Bakti,1997

Manik Karden, Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009,
Jakarta Djambatan, 2009

Marpaung Leden, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa,
Jakarta: Erlangga, 1995

Masagus Zunaidi Trisna Putra, yang berjudul Upaya Reserse Kriminal Khusus
Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal
Logging) Di Wilayah Hukum Polda Lampung, diterbitkan oleh Fakultas

Hukum  Universitas Lampung, 2018. Diakses melalui
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1458/126
6

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Muh. Askal Basir, Yang Berjudul Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal
Loging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten
Buton Utara), Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Poitik
Universitas Muhammadiyah Buton, 2016. Diakses melalui

https://www.jurnal-

umbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/download/171/123

Muhammad Abdul Munim Al-Jammal, Ensiklopedia Islam, Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan



70

Prodjodikoro, Wirtjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung:
Refika Aditama, 2003

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang

Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Prodjodikoro. Wirjono, Asas-Asas Hukum Islam Pidana Indonesia, Bandung:

PT Eresco, 1986

Pustaka Nasional RI, Ensikopedi Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoelen, 2005

Rahmadi Takdir, Hukum Lingkungan Di Indonesia Jakarta: PT Raja Grafindo,
2013

Refesensi dari al-Quran mengenal hal ini dapat ditemukan dalam surah (Al-

A‘raf; 56).

Reza Maulana, Yang Berjudul Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging
Di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau Dari Dari Uu NO. 18 Tahun 2013
Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi
Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah), Diterbitkan
Oleh Fakulktas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018. Diakses

memalui https://jurnal.ar-

raniry.ac.id/index.php/petita/article/download/4017/2626

Siti Sarah Raudah, Yang Berjudul Tindak Pidana Illegal Logging Dalam
Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 82 Undang-Undang No.

18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan
Hutan), Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan



71

Gunung Djati Bandung, 2018. Diakses melalui
http://digilib.uinsgd.ac.id/10768/

Suarga Riza, Pemberantasan lllegal Logging: Optimisme Di Tengah Praktek
Premanisme Global, Tangerang: Wana Aksara, 2005

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Cet. XIV, Bandung Alfabeta, 2012.

Sukardi, lllegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana, Yogyakarta:
Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005

Sukriono. Didik, Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia, Jurnal

Konstitusi Volume 1, Malang, Pkk Universitas Kanjuruhan, 2008

Sunarso Siswanto, Hukum pidana lingkungan, Jakarta: Rineka Cipta 2005

Sunggono Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Pt Rajagrafindo
Persada, 2007.

Supardi Dyes, Et.AL,. Pembebasan Hak Yang Tersandera, Y ogyakarta: Penerbit
BP Arupa. 2006

Supriadi, Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia. Cet Ke-2.
Jakarta: Sinar Grafik. 2012

Syamsuddin Aziz, Tindak Pidana Khusus, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011



72

Tindak Pidana /llegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fransiska
Novita Eleanora, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta,

https://media.neliti.com/media/publications/53722-1D-tindak-pidana-

illegal-logging-menurut-un.pdf, diakses 11 Agustus 2020

Tri Cahyadiputra, Yang Berjudul Pencegahan Serta Penanggulangan
Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging) Oleh Polisi Kehutanan
(Studi Di Kabupaten Sumbawa)”, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang. 2013, di akses melalui

http://eprints.umm.ac.1d/28204/

UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan
Hutan

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Pedesaan

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No. 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan

Wahyudin Uu, A/-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya Edisi Keluarga,
Surabaya: Ud Halim, 2013

Zulkifli, Arif, Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, Jakarta: Salemba Teknika, 2014



LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JI Syeikh Abdur Rl Kopelms Darussolam Bandas Aceh
Telp. MG51-TEET442 Email: fehi@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UiN AR-RAMIRY BANDA ACEH
Nomor: 3620/Un. 08FSHIPP.008M0/2020

TENTANG
PENETAFAN FEMBIMBING SHRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKLUM

RMarermbang H Bates unluk kelancarn mbingan KLU Skiipsi pada Fakolas Syer'ah dan Hukum, maks
dipandang parlu manunjukikan pambimteng KK Sknpsi tersebut
b Gahwa yang mamanya datam Sural Kepelussn ini dipandang mampa dan cakap sena mermanuhi
syarai umiuk disngkat dalam jahatan sebagai pambimieog KEL Sheopsl.

Mangingat : . Undeng-undang Ko, 20 Tahun 2003 ramang Statem Pendidican Masons!;
2. Undang-undang Nomgd 14 Tahun 2005 eslang Guiu dan Dosen,
3. Undeng-undeng Nomar 12 Tahun 2072 Tanteng Pendidikan Tinggi:
4. Peraturan Pemerintah Momar 15 Tahun 2005 fantang Standar Mamonal Pendwdikan
5 Peraturan Pemanntafh Nomor 08 Tahun 2074 antang panyelenggarsan Pendidikan Tingg: dan
Pengaloizan Parguruan Tinggi
8. Peraturan Preeiden Rl Momar 64 Tahun 2013 tentang Perubehan iratiut Agama islarm Megeri BN
Ar-Raniry Banca Acet Menjas Universilas islam Negarl;
T. Keputesan Menten Agama 482 Tahun 2002 temlang Pendelegasian VWewenang Fengangkatan,
Peminzanan dan Pembearnanhian PME di ingkungan Agama R
B Perabsan Menled SAgama Republik indonesks Momor 12 Tahun 2074 ertang Organisas dan Tala
Eerja Lniversitas lskam Negend Ar-Raniry Banda dcsi,
B. Peraturan Menten Apgams Republik indonesia Momor 21 Tahun 2018 Tentang Ststute Universidas
|'slam Megen Ar-Fardry.
| Surat Keputesan Rektor UM Ar-Raniey Momor 01 Tahun 2015 dentang Pembei Kuass dan
Fendelagasian Wewenang Wepada Fars Dekan dan Direkiur Program Pascasarana  dalam
Lingkungan LM Ar-Raniry Banda Acen;

1

=

MEMUTUSKAN
Kangtapkan
Feriama ¢ Menunjuk Sostara ()
8. Dr. Agustin Hanepi H. Abd. Rahman. Lo. M Satagai Pamixmbing |
b. ishandar, SH., MH Sabragsi Pambimbing 11

untuk memtimbing KML Skrips: Mahasiswn (i}

Mama Irvan Mukia
[ERRS - 180104034
Prodi  Hukwm Fsdana fslam

dudui FERAM FERANGKAT GAMPONG DALAM PENAMNGGLLAMGAN TINDAK FIDANA
ILLEGAL LOGAEING MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Di O Kawasan
Buneng Mewlu Fecamatan Indrapun Kaoupaien Acen Hesar)

Kadua ! Kepada pambimbing yeng fercsnium  namanys di atas oitecikan hond i sesii dengen peralursn
perundang-undangan vang beriaku;
Katigsa : Pembiayaan skibal kapodusan inl Shabarkan padz OIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2000

Keempat  Buret Wepuluesn ini mads: bereky sejak tangoal ditetapkan dengan keientsan Detwe seqals sesuate
akan diubah dan diperbaikl kembas ecbagesemans maslinys apabia termyals tedans kekelnan dalam
kepasiusan ini
Eubpan Surad Kepulusss i diberdsan kepada yang bereangkutan wuk diflakeanakan ssbagaimana
rmestinyga

Handa Aceh
12 Dklober F00

Tembusan :

Reaoe LI ArFReanry;

1 Hatus Pros HPi

5. Mahaglews yang barsangeLsan:
& Amp



LAMPIRAN 2: Surat untuk Melakukan Penelitian

1232020 Dacument

EEMENTERTAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYART'AH DAN HUKUM
1. Syeikh Abdur Rauf Enpelma Danssalam Banda Aceh
Telepon : 651- 7557321, Email : ningFar-ramiy ac id

Nomor 4104/ Un 08FSH.LIE.00.9/11/2020
Lamp -
Hal - Penelitian MMniah Mahasiswa

Eepada Yth,
Perangkat Desa Gampong Anenk Glee, Kecamatan Indrapun, Kabupaten Aceh Besar

Assalammalaikum Wi Wh.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Ramiry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM - IRVAN MULIA / 160104034
Semester/Juruzan  : IX / Hukum Pidana Islam

Al e : EESmmﬂap-Kaye Eumyet, Desa Bakdilip, Eecamatan Montasik, Kabupaten Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syan'ah dan Hukum bermaksud
melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka pemmlisan Skripsi dengan judul
PERAN PERANGEAT DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus llegal Logging Di
Kawasan Gunong Meulu, Gampong Anenk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)

Demikian surat im kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kamu mengucapkan
terimakasih.
Banda Aceh, 16 November 2020
an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademrmk dan Eelembagaan
r"- L n, 'I_m

Berlaku sampai : 16 Desember (Eled e
2020 Dr. Jabbar, ML.A.

hiéfpe:/fslakad ar-raniry.ac: Iiée- penelitianicetak "




LAMPIRAN 3: Biodata Informan

BIODATA INFORMAN

Judul Penelitian : Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan

Penanggulangan Tindak Pidana lllegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam

(Studi Kasus Illegal Logging di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee,

Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)

Nama Peneliti : Irvan Mulia

Nim Peneliti : 160104034

Prodi : Hukum Pidana Islam
1. Nama : M. Amin Yunus

2.

3.

4.

Umur : 51 Tahun

Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh
Besar

Pekerjaan : Keuchik Gampong/Kepada Desa

Nama : Munawir

Umur : 28 Tahun

Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh
Besar

Pekerjaan : Sektretaris Gampong

Nama : Husnizar

Umur : 25 Tahun

Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh
Besar

Pekerjaan : Kasi Pelayanan dan Kepada Pemuda Gampong

Nama : Tgk. Ikhsan

Umur : 40 Tahun

Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh
Besar

Pekerjaan : Imum Meunasah



. Nama : Zulfan Efendi

Umur : 23 Tahun

Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh
Besar

Pekerjaan : Kaur Keuangan/Bendahar Gampong

. Nama : Karimah

Umur : 65 Tahun

Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh
Besar

Pekerjaan : Anggota Tuha Puet Gampong

. Nama : M. Amin Yunus

Umur : 51 Tahun

Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh
Besar

Pekerjaan : Keuchik Gampong/Kepada Desa

. Nama : Samsuar. HS

Umur : 55 Tahun

Alamat : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh
Besar

Pekerjaan : Kadus Rukun

. Nama : Mundasir

Umur : 51 Tahun

Alamat  : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh
Besar

Pekerjaan : Kadus Maju



LAMPIRAN 4: Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

10.

11.

12.

13.
14.

15.

VERBATIM WAWANCARA

. Berapa jumlah penduduk Gampong Aneuk Glee?

Berapa jumlah keluarga di Penduduk Gampong Aneuk Glee?

Berapa jumlah luas wilayah Gampong Aneuk Glee dan berapa jumlah
jalan/lorong?

Berapa dusun di Gampong Aneuk Glee?

Apa yang Bapak ketahui tentang kasus penebangan liar di geunong
meulu?

Bagaimana bapak pertama kali mengetahui bahwa ada kejadian tersebut?
Bagaimana pendapat bapak terhadap kejadian tersebut?

Apakah tindakan yang bapak lakukan setelah mengetahui kejadian
tersebut?

Apakah ada orang asli kampung dsini yang ikut serta dalam perkara
tersebut?

Apakah ada hukuman dari pihak kampung terhadap warga nya yang
melakukan kejahatan tersebut?

Bagaimana menurut bapak penyebab atau faktor bisa terjadinya
penebangan liar tersebut geunung meuluu Gampong Aneuk Glee?
Apakah ada rencana yang ingin di lakukan untuk mencegahan terulangnya
lagi kejadian tersebut?

Bagaimana rencana yang ingin di lakukan untuk pencegahan tersebut?
Apakah ada kendala atau halangan dalam menerapkan rencana-rencana
tersebut?

Bagaimna tindakan bapak untuk mengatasi kendala tersebut?



16. Apakah ada bantuan dari pihak pemerintah atau kepolisian untuk
keamanan kampung?
17. Sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah berdekatan dengan gunung

dan hutan, apa harapan bapak untuk kelestarian hutan?



LAMPIRAN 5: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi

FOTO OBSERVASI DI GAMPONG ANEUK GLEE, KECAMATAN
INDRAPURI, KABUPATEN ACEH BESAR

Judul Penelitian : Peran Perangkat Desa  dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Tindak Pidana //legal Logging Menurut Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus lllegal Logging di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee,

Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)

Nama Peneliti : Irvan Mulia

Nim Peneliti : 160104034

Prodi : Hukum Pidana Islam

Tempat Penelitian ~ : Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten

Aceh Besar







Y

st S

__ a“ _..d..u. _._ .

.|rﬁ.!nr_...&rbil“.“||‘ lprm .I..,.

1 (wE - P et
! e b U - -

ol T..r?__.:..__....._.__..._..__ .

T PRI

(S







Wﬁwmill:‘.:‘.tﬂl\ |

iz




——

i No.

Lampiran: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama

NIM

Prodi

Judul Skripsi

Pembimbing [

. Irvan Mulia

: 160104034

: Hukum Pidana Islam

Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan

Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Menurut
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Illegal Logging di
Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk Glee,
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)

: Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahma, Lc, MA

i._

Tanggal Bab yang  [Bab yang lcatatan Tanda Tangan
Penyerahan Dibimbing Dibimbing | Pembimbing
: |
1.27 Oktober |27 Oktober |Bab satu LPerbaiki daftar
2020 2020 ‘ fisi, latar
belakang %
masalah, kajian
hmstaka
i
2.5 November |5 November | Bab satu | Ace bab satu
2020 2020 - %
3.5 November |5 November | Bab dua dan Membuat dan
2020 2020 babtiga  melengkapi bab
Fua dan tiga,
serta
menganalisa
lagi isi tulisan
dengan baik
4.116 Desember |16 Desember Bab dua dan | Acc bab dua
2020 2020 tiga dan tiga
- ;Ser{a
elengkapi
E:ltuk bab
mpat, Abstrak,|

transliterasi,
: dan sampai |
'l lengkap ‘
| skripsinya.




5.16 januari 6 januari Keseluruhan |Acc
2021 2021

0//

Banda Aceh, Mengetahui

[ j

- 198207132007§01002




Lampiran: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama : Irvan Mulia

NIM : 160104034

Prodi : Hukum Pidana [slam

Judul Skripsi : Peran Perangkat Desa dalam Pencegahan dan

Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Menurut

Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tllegal Logging

di Kawasan Gunong Meulu, Gampong Aneuk

Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)
Pembimbing II : Iskandar, SH., MH

l'anggal Tanggal Bab vang Tanda Tangan
_ Feo. [Penyerahan Bimbingan Dibimbing (Catatan Pembimbing
1.2 November 3 November Bab satu Perbaiki format
2020 2020 penulisan dan
sistematikanya b
sesual dengan
F)anduan dalam
buku cara
pembuatan -
skripsi FSH () 4
2.6 November 6 November Bab satu Ace "P’?A,
2020 2020 *  Dan lanjut ke —
bab 2 '
3. |17 November |1 7 NovemberBab dua Acc lanjut ke
2020 2020 bab tiga
4. 23 November 23 November[Bab tiga Acc lanjut bab i
2020 2020 empat E
5.28 Desember 02 Januari  [Keseluruhan Perbaiki cover,
2020 2021 skripsi sumber
jpengutipan,
dan halaman
6.(04 Januari 04 Januari [Keseluruhan IAcc
2021 021 skripsi
Banda Aceh, Méngeta*m

Ketua Prodi




